
 
 

 
 

 

BUPATI PURBALINGGA 
PROVINSI JAWA TENGAH 

 

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA 
 

NOMOR  51  TAHUN 2024 
 

TENTANG 
 

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI PURBALINGGA, 

 
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (9) 

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi 

Penggunaan Tenaga Kerja Asing; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang 
Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang 

Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6881); 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 
Tahun 2023 tentang tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga 

Tahun 2023 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Purbalingga Nomor 130);  

 

SALINAN 



6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 8 Tahun 2021 
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 

Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja 
Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 301); 

 
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA 
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA 

KERJA ASING. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga. 

2. Bupati adalah Bupati Purbalingga. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Dinas Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Tenaga 

Kerja Kabupaten Purbalingga. 

5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan 

Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 
kepentingan orang pribadi atau Badan. 

6. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah 
rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati 

Purbalingga untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan 
membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan. 

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 

lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan 
usaha milik desa dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, 

koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi 
massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan 

bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk 
usaha tetap. 

8. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara 

asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. 

9. Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan 

hukum Indonesia atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan 
membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. 

 



10. Rencana Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah 
rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu 

tertentu. 

11. Dana Kompensasi Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat DKPTKA 

adalah kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas setiap 
TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan pajak atau 

pendapatan daerah. 

12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan 
perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 

Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu. 

13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah 

surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok 
retribusi yang terutang. 

14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat 
SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan 
pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada 

retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 

15. Hari adalah hari kerja. 

 
Pasal 2 

 
Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dan 
landasan operasional pelaksanaan Retribusi Penggunaan TKA; 

 
Pasal 3 

 
Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah: 

a. terwujudnya ketertiban dan kelancaran proses pemungutan Retribusi 
Penggunaan TKA; dan 

b. mendukung peningkatan kontribusi pendapatan Daerah. 

 
BAB II 

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI 
 

Pasal 4 
 
(1)  Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang 

dipersamakan. 

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berupa surat tanda setoran atau kode billing pembayaran DKPTKA. 
 

BAB III 
TATA CARA PEMBAYARAN 

 
Pasal 5 

 
Berdasarkan SKRD atau dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (1), Wajib Retribusi menyetor ke RKUD. 

 
 

 
 

 



 
BAB IV 

TATA CARA VERIFIKASI DAN VALIDASI RETRIBUSI TKA 
 

Pasal 6 
 

(1) Bupati melalui Kepala Dinas melakukan verifikasi dan validasi. 

(2) Verifikasi dan validasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan untuk: 

a. menyusun data pemetaan penggunaan TKA; 
b. menghitung potensi pendapatan yang bersumber dari retribusi 

penggunaan TKA; 
c. menguji ketepatan/kesesuaian wilayah kerja TKA. 

 
Pasal 7 

 

Pada saat dilakukan verifikasi dan validasi TKA, Wajib Retribusi memiliki 
kewajiban: 

a. memenuhi panggilan sesuai dengan waktu yang ditentukan; 
b. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen 

yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek 
Retribusi yang terutang; 

c. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang 

dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran kegiatan 
verifikasi dan validasi TKA; 

d. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan. 
 

BAB V 
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI 

 

Pasal 8 
 

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan 
permohonan pengembalian kepada Bupati melalui Kepala Dinas. 

(2) Kepala Dinas harus memberikan keputusan setelah melakukan verifikasi 
dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya 
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi. 

(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa menerima 
seluruhnya, menerima sebagian, atau menolak permohonan wajib 

retribusi. 

(4) Dalam hal permohonan wajib retribusi diterima maka Kepala Dinas 

menerbitkan SKRDLB, apabila permohonan ditolak maka permohonan 
dikembalikan disertai penjelasan. 

(5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah 

dilampaui dan Kepala Dinas tidak memberikan suatu keputusan, 
permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan 

dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 14 
(empat belas) hari. 

(6) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari 
sejak diterbitkannya SKRDLB. 

 
 



 
 

BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 9 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati Purbalingga ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Purbalingga. 
 

Ditetapkan di Purbalingga 

pada tanggal 25 Maret 2024 

BUPATI PURBALINGGA, 
 

Ttd 
 

 
DYAH HAYUNING PRATIWI 

 
Diundangkan di Purbalingga 
pada tanggal 25 Maret 2024 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PURBALINGGA, 

 
Ttd 

 
 

HERNI SULASTI 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024 NOMOR 51 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 

 

 

SOLIKHUN, S.H.,M.H. 

Pembina Tingkat I 

NIP. 19730310 199903 1 007 


		2024-05-30T11:01:33+0700
	Dokumen telah disetujui dan ditandatangani secara elektronik




